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Industri Pertananan

Legislator Harap Ada Konsistensi Kebijakan

ANGGOTA Komisi I DPR
Amelia Anggraini mendukung
penguatan industri pertahanan
nasional dengan konsistensi ke-
bijakan dan integrasi rantai pa-
sok. Tanpa kesinambungan visi
dan dukungan regulasi jangka
panjang, upaya membangun ke-
mandirian industri pertahanan
dlinilad akan sulit terwujud secara
berkelanjutan,

Jika konsistensi itu terjaga,
lenjutnya, kemandirian industri
pertahanan bukan hanya realists,
Lapi juga strategis bagi posist In-
domesta di kawasan. Karena it
stklor pertahanan perh ditopang
basis produksi yang kual agar
tidak bergantung pada proyek
bisar semata.

“Dengan integrasi kuat BUMN
dan swasta dalam satu rantai
pasok nasional, struktur industr
akan Tebih kokoh dan berdaya
saing,” ufar Amelia dalam kete-
rangannya, Jumal (13/2/2026).

Selanjutnya, Amelia menyo-
ol transisi program modernisa-
§i TNI dari Minimum Essential
Forces (MEF) menuju Optimum
Essential Forces (OEF) schagai
momentum sirategis. Peruba-
han ini harus dimanfaatkan

untuk menjaga kesinambungan
produksi industri pertahanan
dalam negerd

“Dengan perencangan jangka
panfang yang jelas, industri
bisa membaca kebutuhan alut-
sistasecara lebih pasti, schingga
investasi Leknologi tidak dilaku-
kan secara sporadis,” Katanya.

Politikus Partai NasDem itu
mengingatkan, tanpa konsistensi
kebijakan linlas pemerintahan, in-
dlustri pertahianzn nasional beristko
kehilangan arah. Karena ada
tige tantangan utama yang harus
dijawab, yakni kesinambungan
kebijakan, keberanian berinvestasd
diteknologi inggi, serta penguatan
integrast BUMN dan swasta.

Tanpa kepastian regulasi dan
dukungan anggaran berkelanjut-
an, riset dant pengembangan sulit
burjalan optimal. Sebab, industri
pertahanan tidak bisa dibangun
secara instan dan membutuhkan
komitmennegara yang konsisten
agar transfer teknologi benar-
benar menghasilkan kemandirian
produksi

“Penguatan indusiri pertahanan
nasional bukan sckadar agenda
chonomi, melainkan bagian dari
strategi menjaga kedaulatan dan

WEE FRAKSIFKS ID

Amelia Anggraini

memperkuat posist Indonesa di
Kawasan maupun global, " ueapnya.
Angoota Komisi 1 DPR TB
Hasanuddin menambahkan,
Pemerinteh memiliki peran sen-
tral dalam memperkuat industri
pertahanan scbagai bagian dari
strategd besar kemandirian nasio-
nal dan ketahanan negara. Karcna
itu, Komisi 1 DPR bersama Peme-
rintah berkomitmen mendorang
indhustri pertahanan dalam negeri
agar tumbuh berkelanjutan,
Dengan kebijakan yang tepat,
dukungan anggaran yang kon-
sisten, serta keterlibatan akiif
seluruh pemangku kepentingan,

Indonesta bisa mewujudkan ke-
mandirian pertahanan sckaligus
memperkual posisi strategis &
kawasan. Karena ilu, penguatan
industri pertahanan nasional
harus ditopang oleh kebijakan
yang konsisten dan terintegrast,

Politikus PDIP itu mengingat-
kan, implementasi UU Nomor
16 Tahun 2012 tentang Indusiri
Pertahanan peru dijalankan
secara disiplin. Khususnya yang
terkail dengan kewajiban peng-
gunaan produk dalam negeri
dalam setiap pengadaan alutsista.

“Optimalisasi kebijakan
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) dalam setiap
proyek pengadaan perlahanan
jadi instrumen penting untuk
mempetbesar nilai (ambah di
dalam negeri.” katanya.

Lebih Tamjut, pihaknya men-
dorong penyusunan roadmap
jangka panjang industri pertah-
anan yang lerintegrasi anlara
Kementerian Pertahanan (Ke-
menhan), TNI, BUMN, swasta,
serta lembaga riset dan pergu-
ruan tinggi. Setiap pengadazn
alutsista harus disertai skema
kerja sama yang memperkuat
kapasitas industri dalam negert,

“Batk melalui produksi ber-
sama, (ransfer teknologi yang
terukur, maupun peningkatan
kemampuan desain dan rekaya-
sa nasional,” tegasny.

Dalam ekosister industri
pertahanan, BUMN pertahanan
diposisikan scbagai tulang pung-
oung produksi alutsista strategis.
BUMN seperti PT Pindad, PT
PAL Indonesta, dan PT Dirganta-
ra Indomesia telah menunjukkan
peningkatan kapasitas produksi,
mulai dari kendaraan taklis,
kipal perang, hingga pesawat
CN-235 dan NC-212.

Namun, lanjutnya, peran swas-
ta juga makin krusial sebagai
mitra strategis yang memperkuat
rantai pasok melalui penyediaan
komponen, teknologi, dan ino-
vasi. Karena ity, DPR memberi-
kan dukungan penuh erhadap
penguatan industri pertahanan
swasla nasional yang telah me-
miliki kapabilitas dan legalites
sesuai ketentuan Kemenhan,

“Perusahaan swasta bidang pe-
rtahanan harus mendapat ruang
yang adl dan proporsional dalam
ehosistem industri nasional. Me-
reka bagian integral dart kehuatan
pertahanan kila, tandasnya. mpve
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